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Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi

Mengingat

1

perencanaan pembangunan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Kotamobagu sesual arah
kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu
disusun Perubahan Rencana Stategis (Renstra) Tahun
2021-2023;

.bahwa  berdasarkan Pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Kotamobagu tentang Pembentukan Tim
Penyusun Perubahan Rencana  Strategis Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu
Tahun 2021-2023;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4680));

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5601};

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



10.

k.

12

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kotamobagu Nomor 133);

Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Tipe C.

MEMUTUSKAN

: Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2021-2023, dengan Susunan Tim
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;



KEDUA

: Tim Penvusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Kotamobagu Tahun 2021-2023, mempunyai Tugas dan
Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah sebagai berikut :

a.

Menyajikan data target dan hasil capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU), Indikator Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan;

Mengidentifikasi Permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam mencapai target indikator;

Melakukan telaah atas relevansi Indikator Kinerja
Utama terhadap urusan yang ditangani oleh Perangkat

Daerah:;

Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis vang
berkembang di masyarakat sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah;

Melakukan pembahasan pengolahan data dan
informasi, analisis gambaran pelayanan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Kotamobagu;

Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan
target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu;

Melaksanakan sinkronisasi program, kegiatan dan sub
kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian
sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas
pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Walikota
kepada Kepala Badan;



KETIGA

KEEMPAT

i. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD
disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan
dan penganggaran terpadu;

J. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan
rencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Kotamobagu tahun 2021-2023.

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Kotamobagu;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
karunia dan atas ijin-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu
Tahun 2021 - 2023 telah selesai disusun.

Melalui Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kota Kotamobagu ini ditetapkan, tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan rencana kegiatan- kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2021 - 2023. Dengan
demikian, Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Kotamobagu ini dapat menjadi parameter atau tolok ukur
kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu selama periode
tersebut.

Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Kotamobagu ini juga diharapkan dapat memberikan
informasi bagi seluruh Orgainisasi Perangkat Daerah lainnya
tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu selama
Tahun 2021-2023. Semoga dokumen Perubahan Renstra ini dapat
dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu untuk
konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola
kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan
kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.



Masukan mengenai penyempurnaan Perubahan Renstra Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu Tahun
2021-2023 sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa
yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan
kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan
Pemerintah Kota Kotamobagu.
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1.1. Latar Belakang

RENSTRA adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. RENSTRA
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif. RENSTRA Kementerian/Lembaga (K/L) dan
RENSTRA Provinsi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja
RENSTRA perangkat daerah. Jika capaian RENSTRA perangkat daerah
melebihi sasaran RENSTRA Kementerian/Lembaga (K/L) dan RENSTRA
provinsi maka hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja perangkat daerah
sudah baik secara Nasional/Provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka
hal ini memberikan indikasi bahwa PD tersebut memiliki permasalahan
dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program,
kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan,
prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu
merupakan penyelenggara manajemen Aparatur Sipil Negara yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja BKPP Tipe C.

Agenda Pembangunan BKPP Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023
yang dituangkan dalam Perubahan RENSTRA yang merupakan
penjabaran dari RPJMD Perubahan Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023
memuat substansi urusan bidang kepegawaian yang komprehensif,
berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar sektoral guna terwujudnya
penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang baik
sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan tentang kondisi umum,

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB | PENDAHULLUAN 221-2023



potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah
kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target
kinerja (sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan) serta
kerangka pendanaan.

Perubahan RENSTRA ini menjadi dasar penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi
perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan Perubahan
RENSTRA BKPP sekurang-kurangnya memperhatikan dan mengacu
pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif
harapan pelanggan pengguna layanan BKPP Kota Kotamobagu.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan Visi dan
Misi Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023, maka BKPP Kota Kotamobagu
berupaya meningkatkan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil
Negara, meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, untuk
pencapaian pembangunan.

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan

Rencana Strategis BKPP Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

PERUBAHAN RENSTRA BEPP BAB | PENDAHULLUAN 201-2023



3. Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota
Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB | FENDAHULUAN 2021-2023



10.

.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6073);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
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16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu
(Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan RENSTRA BKPP Kota

Kotamobagu Tahun 2021-2023 adalah untuk menggambarkan kondisi

pembangunan yang ingin dicapai di BKPP Kota Kotamobagu dan kondisi

yang diinginkan tiga tahun ke depan dalam rangka mendorong
pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang

tertuang dalam RPJMD Peruabahan Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023.
Adapun tujuan penyusunan dari Perubahan RENSTRA BKPP Kota

Kotamobagu adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan
sesuai tugas dan fungsi BKPP dalam rangka membangun daerah
dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan,

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar
kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan
efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang
sangat penting dalam rangka pengendalian program pembangunan.
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1.4.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RENSTRA BKPP Kota

Kotamobagu Tahun 2021-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN

1.1
1.2
1.3
1.4

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN BKPP

a1

2.2

2.3.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta
uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah
Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi
Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumiah
personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur,
mekanisme).

Sumber Daya BKPP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki BKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup
sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih
operasional.

Kinerja Pelayanan BKPP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BKPP berdasarkan
sasaran/target RENSTRA BKPP tahun sebelumnya, menurut SPM
untuk urusan waijib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat
Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator
yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
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2.4.

Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA K/L
dan RENSTRA Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi)
dan RENSTRA Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota),
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS
yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun
mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,
perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPP

3.1.

3.2.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan
BKPP.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan BKPP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BKPP yang
terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja
faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BKPP yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan
BKPP.
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3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Propinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun
RENSTRA Perangkat Daerah provinsi/lkabupaten/kota.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup
Strategis pada RPJMD.
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau
dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5. Penentuan Isu-isu strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan BKPP;
2. Sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari RENSTRA Perangkat Daerah
provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan
hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada
bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang
akan ditangani melalui RENSTRA Perangkat Daerah tahun
rencana.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
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BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAAN

BAB Vil KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB Vil PENUTUP
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BAB Il

Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan

Sesuai tugas pokok dan fungsi jenis pelayanan Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu vyang
dilaksanakan oleh aparatur di Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Kotamobagu adalah :

o o I S

= S SR A %
L R

i
=Y

Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;
Administrasi Kenaikan Gaji Berkala;
Administrasi Mutasi Pegawai;

Pengurusan ljin Belajar;

Pengurusan ljin Tugas Belajar;

Penerbitan Kartu Suami atau Istri;

Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai;
Administrasi Pensiun;

Administrasi Pengajuan Cuti;

Pemberian Reward dan Punishment,
Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuain ljasah;
Pembuatan Kartu Identitas Pegawai (ID CARD);
Pendidikan dan Pelatihan.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu.
a. Tugas Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan
Kota Kotamobagu.
1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah
dibidang kepegawaian yang ditetapkan Walikota.
2. Melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
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b. Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Kotamobagu.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kota Kotamobagu merupakan unsur penunjang urusan

pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan yang menjadi kewenangan daerah, dimana

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data
berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan
program kegiatan;

2  Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan;

3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian,
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang kepegawaian,

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian;

6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian,

7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan bidang kepegawaian,

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan
Kepegawaian Daerah;

9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan
bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Pembinaan dan pelaksanaan kerasama dengan
masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;

11. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil
Daerah;
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

12

Pelaksanaan peraturan perundang - undangan bidang
kepegawaian;
Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian;

Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian
dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan
Pelatihan atau Lembaga Administrasi Negara Penyiapan
dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar
dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil
Daerah,;

Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan,;

Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa
kepada Pegawai Negeri Sipil,

Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma standar dan
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan;

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
secara komprehensif;

Penyiapan kebutuhan data dan/atau informasi untuk
penyusunan program pengembangan kepegawaian;
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22. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian;
23. Penyelenggaraan  pembinaan, pengawasan dan
pengendalian di bidang kepegawaian;

¢. Struktur Organisasi BKPP
Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Kotamobagu sebagai berikut :
1. Kepala Badan
Merupakan pimpinan OPD dengan eselon Il/b
2. Sekretaris
Merupakan pimpinan sekretariat dengan eselon lli/a,
yang membawahi para Kepala Sub Bagian dengan
eselon |V/a, terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengadaan dan Pengembangan
Kompetensi.
Merupakan pimpinan Bidang pengadaan dan
Pengembangan Kompetensi dengan eselon Ili/b,
yang membawahi Kepala Sub Bidang dengan eselon
IV/a yang terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan dan
Pengembangan Kompetensi;

b. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;

Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN, Data dan
Informasi.

4. Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi.
Merupakan pimpinan Bidang Penilaian Kinerja,
Mutasi dan Promosi dengan eselon /b, yang
membawahi Kepala Sub Bidang dengan eselon 1V/a
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yang terdin dari:
a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja;
b. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan;
c¢. Sub Bidang Mutasi dan Promosi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
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Berdasarkan struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Kota Kotamobagu maka Tugas Pokok dan Fungsi dari

masing — masing Jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Uraian Tugas dan Fungsi

Nama Jabatan

Tugas

Fungsi

1. | Kepala Badan

Membantu Walikota untuk
melaksanakan fungsi
penunjang urusan
pemerintahan dibidang
kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.

=4

Penyusunan kebijakan teknis |
dibidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;
Pelaksanaan tugas dukungan
teknis dibidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;
Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan dibidang
kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

Pembinaan teknis
penyelenggaraan fungsi —
fungsi penunjang urusan
Pemerintahan Daerah di
bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan; dan
Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan pimpinan sesuai
bidang tugas dan fungsi.

2. | Sekretaris

Menyelenggarakan
pelaksanaan
ketatausahaan meliputi
administrasi LImLIm,
kepegawaian, naskah dinas,
penyusunan program
kegiatan dan pelaporan serta
perencanaan dan keuangan.

kegiatan

g

. Penyelenggaraan

Pengkoordinasian, sinergitas
dan integritas pelayanan
administrasi;

Penyusunan perencanaan
program, kegiatan dan
melaksanakan pelaporan;
Pelayanan urusan
ketatausahaan dan keuangan;
Penyelenggaraan urusan |
umum dan kepegawaian,
urusan |
program dan pelaporan; '
Penyelenggaraan urusan |
umum dan rumah tangga;

. Pelaporan pelaksanaan tugas;

dan

. Pelaksanaan tugas lain yang

diberikan pimpinan sesuai
bidang tugas dan fungsi.

" 3. | Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Menyusun Rencana Kerja,
melaksanakan tugas teknis

Menyusun rencana dan
program kerja untuk sub

ketatausahaan,  mengelola bagian umum dan
administrasi kepegawaian kepegawaian;
serta melaksanakan urusan b. Menyiapkan bahan
rumah tangga. perumusan kebijakan teknis
dibidang  umum _ dan |
PERUBAHAN RENSTRA BKPP BASB I GAMBARAN PELAYANAN BKFPP 2021-2023
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kepegawaian;

Menyiapkan bahan dan
peralatan keperluan teknis
dan administrasi;

Menata dan memelihara
sarana dan prasarana;
Menyiapkan bahan dan data

kepegawaian;

Melaksanakan penataan dan
pengelolaan administrasi
umum dan  administrasi
kepegawaian;

Mengelola dan
melaksanakan urusan
ketatausahaan dan
kearsipan;

Melaksanakan urusan

administrasi, pembinaan dan
pengawasan kepegawaian di

lingkungan BKPP,
Mengelola dan
melaksanakan urusan

keprotokolan dan perjalanan
dinas;

Melaksanakan dan
mengawasi urusan rumah
tangga;

Melaksanakan pengelolaan
dan pemeliharaan  atas
barang inventaris/ asset
kantor, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak;
Melakukan proses
administrasi terkait dengan
penatausahaan, tatalaksana

pengawasan dan evaluasi,

dan pengelolaan
kesakretariatan;

. Melaksanakan  monitoring,
evaluasi dan  menyusun
laporan pelaksanaan
kegiatan; dan
Melaksanakan tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
fungsi.

4. | Sub Bagian | Menyiapkan dan menyusun 3. Menyusun rencana dan
Perencanaan dan | perencanaan berdasarkan program kerja untuk sub
Keuangan perencanaan dari bidang dan bagian perencanaan dan

sub bidang dalam unit kerja, keuangan;
melakukan koordinasi, | b. Mengumpulkan,

mengkoordinasikan dan

melakukan urusan menyusun rencana dan

penatausahaan dan program keria BKPP;

pangelolaan administrasi Mengumpulkan dan

keuangan, menyusun menyiapkan bahan
PERUEAHAN RENSTRA BKPP BAB li GAMBARAN PELAYANAN BKPP 2024-2023
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program dan kegiatan, serta
melaksanakan pelaporan.

. Mengkoordinasikan

. Mengkoordinasikan

. Menyiapkan

. Melaksanakan

penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan DPA
dari masing — masing unit
kerja;

dan
menyusun laporan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, rencana kerja
tahunan, penetapan kinerja

tahunan, laporan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah,
rencana strategis dan
rencana kerja;

. Mengkoordinasikan,

menyusun dan menganalisis
rumusan rencana anggaran /
keuangan dan belanja;

dan
menyusun laporan
keterangan
pertanggungjawaban
keuangan / anggaran;

. Menyiapkan, menyusun dan
melaporkan realisasi fiasik |

dan keuangan / anggaran;
dan
melaksanakan bahan / data,
sistematika, prosedur dan
mekanisme manajemen
akuntansi pelaporan;
Melakukan koordinasi dalam
pelaksanaan fugas;
Melakukan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
fungsi.

5. | Bidang Pengadaan
dan
Pengembangan
Kompetensi

Melaksanakan urusan
dibidang pengadaan,
pemberhentian, informasi dan
pengembangan kompetensi
aparatur.

. Penyusunan

. Perumusan

. Penyusunan

rencana dan
program kerja bidang
pengadaan dan
pengembangan kompetensi;

kebijakan,
norma, standar,
pedoman dan krteria di
bidang pengadaan dan
pengembangan kompetensi;
rencana
kebutuhan, jenis dan jumiah
jabatan untuk pelaksanaan

pengadaan,

regulasi,

. Penyelenggaraan

pengadaan PNS, PPPK dan

PERUBAHAN RENSTRA BKPP
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. Fasimqsi’

. Melaksanakan

pemberhentian

. Pengkoordinasian dan kerja

sama pelaksanaan seleksi
jabatan;

. Verifikasi dokumen
administrasi pemberhentian;

. Verifikasi database informasi
P e i

engkoordinasian

penyusunan informasi
kepegawaian;
Pelaksanaan fasilitasi
lembaga profesi ASN,

. Perencanaan kebutuhan

pendidikan dan pelatihan
baik penjenjangan maupun
sum’ Esin

pelaksanaan tugas; dan
tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
fungsi.

i

A luhngkmrdlnasihan_

. Menyusun rencana dan

program kerja sub bidang

pengadaan dan
pemberhentian;
. Menyiapkan dan

regulasi, norma, standar,
pedoman, kriteria di bidang

pengadaan dan
pemberhentian
Menyusun rencana

' kebutuhan, jenis dan jumizh

jabatan unituk pelaksanaan
pengadaan,
Merencanakan
melaksanakan
PNS dan PPPK;

dan

. Mengkoordinasikan,

menyiapkan data dan
memproses pelaksanaan
panbarhan?inn:

PERUBAHAN RENSTRA BKPP
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. Melakukan

. Melaksanakan

dokumen
pemberhentian;

administrasi

verifikasi
database informasi
kepegawaian,
Mengkoordinasikan
penyusunan
kepegawaian;
Melakukan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
fungsi.

informasi

Fasilitasi Profesi
ASN, Data dan
Informasi

[
|
i 7. | Sub Bidang
{

Melaksanakan urusan
fasilitasi profesi ASN, Data
dan informasi dalam
manajemen kepegawaian.

. Menyusun

. Mengelola

. Melakukan

rencana dan
program kerja sub bidang
fasilitasi profesi ASN, Data
dan informasi;

. Menyiapkan dan

merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar,
pedoman, kriteria di bdiang
fasilitasi profesi ASN, data
dan informasi;

. Merencanakan dan

melaksanakan fasilitasi
kelembagaan profesi ASN
(Korpri dan lembaga profesi
lainnyay);

administrasi
umum, kepegawaian dan
kegiatan keorganisasian
untuk mendukung tugas dan
fungsi lembaga profesi ASN,

. Mengkoordinasikan tata

hubungan kerja disetiap
jenjang kepengurusan;
Merencanakan dan
mengembangkan system
informasi kepegawaian;

. Mengelola data dan system

informasi;

manitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
fungsi.

8. | Sub

5 Pendidikan,
| Pelatihan dan
Pengembangan
Kompetensi

Bidang

Melaksanakan urusan
pendidikan, pelatihan dan
pengembangan kompetensi
kepegawaian.

. Menyusun

rencana dan
program kerja sub bidang
pendidikan, pelatihan dan

pengembangan kompetensi;

. Menyiapkan dan
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merumuskan kebijakan, |
regulasi, normma, standar,
pengembangan kompetensi;
c. Menyusun daftar kebutuhan
diklat penjenjangan dan
sertfikasi, teknis fungsional
dan pengembangan

kompetensi;
d. Inventarnisasi data calon

kerja sama pelaksanaan
diklat;

g. Melakukan monitoring,
evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan

h. Melaksanakan tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
fungsi.

8. | Bidang Penilaian
Klnar]a Mutasi dan

Melaksanakan urusan  di
Penghargaan, Mutasi dan
Promosi.

a. Penyusunan rencana dan
program  kefa  Bidang
Penilaian Kinera, Mutasi
dan Promosi;

b. Perumusan kebijakan,
regulasi, norma, standar,
pedoman, kriteria dibidang
penilaian kinerja, mutasi dan

promosi

¢. Pelaksanaan kegiatan
penilaian kinerja dan
penghargaan,

d. Pengkoordinasian kegiatan
penilasian  kinerja  dan
pelaksanaan mutasi serta
promosi;

e. Pelaksanaan evaluasi hasil
penilaian;

f. Verifikasi usulan pemberian
penghargaan,

g. Verifikasi dokumen mutasi
dan promosi ,

h. Melakukan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

i. Melaksanakan tugas lain
yang diberikan.

10.

a. Menyusun rencana dan
program kerja sub bidang
penilaian dan  evaluasi
kinerja;

b. Menyiapkan dan
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. Membuat

merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar,
pedoman, kriteria dibidang

penilaian dan  evaluasi
kinerjs;
. Membuat daftar penjagaan
pensiun;
. Verifikasi dokumen usulan
pensiun;

. Membuat daftar penjagaan

kenaikan pangkat;
Verifikasi berkas kenaikan
pangkat,

. Mengusulkan berkas
kenaikan pangkat;

. Verifikasi draft keputusan
kenaikan pangkat,
Menyusun  daftar  urut
kepangkatan,
Merencanakan dan

melaksanakan penilaian dan
evaluasi kinerja aparatur;
dan
menginformasikan indikator
penilaian dan  evaluasi
kinerja sesuai ketentuan
perundang-undangan yang
berlakuy;

Menganalisis hasil penilaian
dan evaluasi kinerja;

. Mengkoordinasikan dan
kerjasama pelaksanaan
penilaian dan  evaluasi
kinerja:

. Melakukan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

. Melaksakan tugas lain yang

diberikan pimpinan sesuai
bidang tugas dan fungsi

11. | Sub Bidang Disiplin
dan Penghargaan

Melaksanakan urusan disiplin
dan penghargaan.

. Merencanakan

. Menyusun rencana dan

program kerja sub bidang
disiplin dan penghargaan;

b. Menyiapkan dan
merumuskan kebijakan,
regulasi, normas, standar,
pedoman, kriteria di bidang
disiplin dan penghargaan;
dan
melaksanakan pembinaan
aparatur;

. Verifikasi tingkat kehadiran

aparatur,
. Melakukan pengkajian
dibidang penjatuhan
PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB §i GAMBARAN PELAYANAN BEPP 2021-2023
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. Melakukan

. Melaksanakan

hukuman disiplin;

. Menyusun dan memproses

usulan
penghargaan;

pemberian

monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
tugas lain
pimpinan
tugas dan

yang diberikan
sesuai bidang
fungsi.

12. | Sub Bidang Mutasi
dan Promosi

Melaksanakan urusan
dibidang mutasi dan promosi.

. Menyusun

. Merencanakan

. Menyusun

. Melakukan

i. Melaksanakan

D. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

program kerja sub bidang
mutasi dan promosi;

. Menyiapkan dan
merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar,

pedoman, kriteria di bidang
mutasi dan promosi;

dan
melaksanakan mutasi dan
promosi;

. Verifikasi dokumen mutasi;
. Melaksanakan administrasi

penempatan dari dan dalam
jabatan berdasarkan
klasifikasi jabatan;

pedoman pola
pengembangan karir;

. Menganalisa dan verifikasi

berkas usulan promosi;
monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

tugas lain
yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
T S

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu MNomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor
133);

3. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe C.

2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Kotamobagu.

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program
dan kegiatan untuk dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai
dalam suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari
SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM
Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Kotamobagu yang merupakan satu kesatuan
individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan
untuk secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung
keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan
tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta
berdayaguna.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan
kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu
didukung oleh 28 orang personil dengan komposisi sebagai berikut:
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Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jmi (org)
Laki-laki 17 |Org
2 Perempuan 11 |Org
Jumiah 28 |Org

Sumber :Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPP (Data Desember 2021)

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier
pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan
fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang
pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Kotamobagu terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No Gol Ruang Jmil {org)
1 | VWb 2 Org
2 |Wa 2 Org
3 | d 3 Org
4 | ke 3 Org
5 | b - Org
6 | llva 7 Org
7 | wd 2 Org
8 | e 5 Org
9 | b 0 Org
10 | /a 0 Org
Jumilah 28 Org

Sumber :Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPP (Data Desember 2021)

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang
sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena
tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka
profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk
mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur
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Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Kotamobagu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

MNo Tingkat Pendidikan Jml {org)
1 | 82 3 Org
2 | S1 15 Org
3 | Diploma 1 Org
4 | SLTA 9 Org
Jumlah 28 Org

Sumber :Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPP (Data Desember 2021)

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit
organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan
pemegang jabatan non struktural, ke 2 pemegang jabatan
tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah
pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan
non struktural pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Kotamobagu ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No Tingkat Pendidikan Jml (org)

1 Struktural 12 Org
a. Eselonll.b 1 Org
b. Eselon liL.a 1 Org
c. Eselon lll.b 2 Org
d. Eselon IV.a B Org

2 | Non Struktural 16 Org
Jumiah 28 Org

Sumber :Kasubag Umum dan Kepagawaian BKPP (Data Desember 2021)
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Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pada
Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu

Tabel 2.6.
Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
Kndisi
No. Jenis Bar:n_g Jumiah B |RR | RB Ket. H
1 Bangunan gedung 4 Ruangan | ¥ L
2 Kendaraan dinas
- roda 4 1 Unit V
-roda 2 14 Unit v 12 Unit sudah
di usulkan
untuk
penghapusan/
a lelang
3 Portable Generating Set 1 Unit v
__‘!_____ Scanner 2 Unit v V Y-
5 AC 12 Unit v v 11 Unit
-+ kondisi Baik,
’ 1 Unit Rusak
Berat
6 Mesin Ketik Manual 3 Unit
Standar (14-16)
- 7 | Mesin Ketik Elektronik 2 Unit v
8 Mesin Absen (Time 3 Unit v
Recorder) Sl o
9 Mesin Foto Copy dengan 1 Unit v
Kertas Folio
10 | Lemari Besi 5 Unit v
11 | Rak Kayu 2 buah y
12 | Filing Besi/Metal 7 buah v
13 | Band Kas 1 Unit v
14 Lemari Makan 1 Unit ¥ Y L T |
15 | Lemari kayu 3 Unit v
16 | Alat Penghancur Kertas 1 Unit v
17 Papan Nama Instansi 1 Unit A B = |1
18 | White Board 1Bush | V
19 | Meja Rapat 1 Unit v
20 Meja Reseption 1 Unit ¢ J
21 | Kursi Rapat 2 Buah v
| 22 | Kursi Tamu 8 Buah v
23 | Meja Biro 16Buah | Y V| 14 Unit Baik,
I PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB Il GAMBARAN PELAYANAN BKPP 2021-2023
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Sumber ‘Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPP (Data Desember 2021)

Sumberdaya Aparatur Pemerintah Kota Kotamobagu berdasarkan
golongan dan pertumbuhan sebagaimana tabel berikut
Tabel 2.7.
Data Perkembangan PNS berdasarkan Golongan

2 Unit Rusak
Berat
24 | Sofa 2 Unit v
25 | Jam Elektronik 10 Buah v
26 | Mesin Penghisap Debu 1 Unit v
27 _Lemari Es 1 Unit +
28 | Televisi 8 Unit |
29 | wireless 2 Unit j ::
30 ini ~ 19 Unit Baik,
:::Inl Kunk'lpuhm' / Laptop / 23 Unit b
Berat
31 P.C Unit 29 Unit v
32 | Pprinter 34 Unit v v | 26 Unit Baik,
8 Unit Rusak
Berat
33 Server 2 Unit y
34 | Router 2 Unit j g
35 j ] i 32 Unit Baik,
R iy 1 Unit Rusak
Berat
36 | KursiKerja 76 Unit v
37 | Lemari Arsip 14 Unit v
38 | Buffet Kayu 1 Unit bl
39 | Proyektor + Attachment 3 Unit ¥ v | 2 Unit Baik,
1 Unit Rusak
Berat
40 | Unintemuptible Power 24 Unit v
Supply (UPS)

No Uraian 2017 +- 2018 +f- | 2009 | +/- | 2020 | +/- 2021
1 | Gol.W 655 -15 BAD -7 623 | 44 | 579 | -a2 558
2 | Gol.m 1359 -36 1323 178 1501 | -14 | 1487 14 1501
2 | Golu 3z =31 286 15 71 45 26 41 167
4 | Goll i 0 i ] 1 ] 1 ] 1

jumiah 2332 -8 2250 446 | 2396 | <103 | 2293 | 33 2327
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Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2017-2021 dapat
kita lihat 4 (empat) tahun terus mengalami pengurangan dan pada tahun
2021 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan
Pemerintah dengan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota
Kotamobagu.

Tabel 2.8.
Data Perkembangan PNS berdasarkan Pendidikan

Jumilah Pegawal
No |  wenurut Pendidikan Sawan | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021
1 53 Oeng | ¢t | 1 1 o
2 52 Orang B5 &7 a3 a5 &
Orang L]
3 Sarjanal S-1/D-IVA 1340 1385 1541 1511 1543
O
4 Dt i 27 23 18 319 18 .:
o BB i '
5 D2 oY 57 BE 7 83 C
J
o |
8 pa i 321 209 26 17 %s |
. Crang = i
7 SMUY Sedersiat Fral 384 343 295 25 |
o
B SLTP/Sederajat - B 1 1 1 1
g S0 / Sederajat Crang 4 4 2 1 1
E % = |
Jurnlsh Crang 2a30 7350 | 2396 2203 | 207 |

Data perkembangan PNS berdasarkan pendidikan dapat kita lihat
pada tabel 2.7 bahwa perkembangan PNS dilingkungan pemerintah Kota
Kotamobagu untuk kualifikasi pendidikan S-3 mengalami penurunan yang
disebabkan 1 (satu) orang PNS Mutasi antar daerah. Berdasarkan
perkembangan PNS diatas maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Kotamobagu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan
aparaturnya harus dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian serta
keterampilan untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
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30

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kota Kotamobagu Tahun 2019- 2021

Kinerja pelayanan adalah suatu hasil kerja yang dicapai
seseorang/organisasi dalam rangka pelayanan terhadap kelompok
sasaran suatu program/kegiatan. Adapun kelompok sasaran BKPP Kota
Kota Kotamobagu adalah seluruh pegawai dan stakeholder yang ada
dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Adapun capaian prestasi BKPP Kota Kotamobagu Tahun 2019 s.d.
Tahun 2021 baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Tabel Prestasi BKPP
No | Tahun Jenis Penghargaan/ Prestasi
1 | 2019 BKN Regional XI Award Tahun 2019 Terbaik 2 Kategori

Pembangunan Manejemen Talenta Pemerintah Kab / Kota se
Wilayah Kanreg X| BKN

2 |2019 BPJS Ketenagakerjaan atas Kepatuhan Dalam Implementasi
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perlindungan Tenaga
Harian Lepas / Non ASN / Tenaga Honorer

3 | 2021 BKN Kanreg Xl Award Tahun 2021 atas terpilihnya sebagai
pemenang kategori — | Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan
Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

4 2021 BKN Kanreg X| Award Tahun 2021 atas terpilihnya sebagai

pemenang kategori — Il Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT

Selanjutnya capaian kinerja pelayanan BKPP Kota Kotamobagu
untuk Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sesuai
tugas dan fungsi BKPP sebagai berikut :

PERUBAHAM RENSTRA BKPP BAB li GAMBARAN PELAYANAN BEKFP 2021-2023
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Berdasarkan Tabel 2.10 diatas dapat kami jelaskan realisasi dan rasio

capaian kinerja pelayanan dari target yang sudah ditetapkan BKPP

sebagai berikut :

1.

Indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal.

Capaian untuk indikator ini diukur berdasarkan banyaknya
ASN yang mengikuti Pendidikan Formal melalui Tugas Belajar
dan ljin Belajar. Dari target yang ditetapkan selama periode
Tahun 2019-2023 dengan asumsi capaian realisasi kinerja
sebesar 5,29% atau sebanyak 119 ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal selama Tahun 2019 - 2023.
Pada Tahun 2019 Realisasi Kinerja pada Indikator ini sebesar
1,79% atau sebanyak 43 PNS yang melaksanakan Tugas dan
ljin Belajar dari 19 PNS atau 0,84% yang ditargetkan, dan
Capaian atas Kinerja sebesar 213,1%, Tahun 2020 Realisasi
Kinerja pada Indikator ini sebesar 0,34% atau sebanyak 8 PNS
yang melaksanakan Tugas dan ljin Belajar dari 25 PNS atau
1,11% yang ditargetkan, dan Capaian atas Kinerja sebesar
30,63%

persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural.

Capaian untuk indikator ini diukur berdasarkan akumulasi
banyaknya ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural sampai
dengan tahun 2023. Pada tahun sebelumnya Tahun 2019
ditargetkan sebesar 36% ASN yang telah mengikuti Diklat
Struktural atau sebanyak 200 ASN dari total 560 jabatan
struktural. Hal ini bisa terpenuhi karena pada tahun 2019
Pemerintah Kota Kotamobagu telah mengirimkan sebanyak 16
Orang untuk mengikuti Diklat Struktural sehingga secara
akumulasi Data ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural
sebanyak 200 Orang. Untuk Tahun 2020 target yang
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ditentukan 42% atau sebanyak 233 ASN yang telah mengikuti
Diklat Struktural dari total 560 Jabatan Struktural. Realisasi
pada tahun 2020 masih sebesar 36% atau sebesar 200 ASN
yang telah mengikuti Diklat Struktural, ini dapat diartikan
bahwa pada tahun 2020 tidak terjadi pergerakan antara
capaian tahun 2019 dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan
bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kota Kotamobagu tidak
melakukan pengiriman peserta Diklat Struktural yang
dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, sehingga secara
akumulasi nilai capaian atas pelaksanaan indikator ini masih
pada angka 36% atau sebanyak 200 orang yang telah
mengikuti Diklat Struktural.

3. Persentase PNS yang memiliki Surat Tanda Lulus Ujian
Dinas (STLUD).
Capaian untuk Indikator ini mengukur tingkat kelulusan ASN
pada saat mengikuti Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan
Pangkat / Golongan dan Penyesuaian ljazah. Pada Tahun
2019 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Koia
Kotamobagu telah menargetkan 100% pada indikator ini atau
dari semua peserta yang mengikuti Ujian Dinas lulus semua,
dan hasil dari pelaksanaan tahun 2019 sebesar 100% atau
sebanyak 36 ASN yang lulus dari total 36 Peserta. Pada
Tahun 2020 target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%
atau sebanyak 10 ASN yang lulus dari total 10 peserta (Non
Anggaran).

4. Cakupan ASN yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Dan Diklat Manejerial.
Capaian untuk indikator ini diukur berdasarkan akumulasi
Jabatan Administrator tingkat Kecamatan (Camat) yang telah
mengikuti Diklat Fungsional. Pada Tahun 2019 indikator ini
tidak ditargetkan. Pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 50%
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atau sebanyak 2 Orang Camat yang mengikuti Diklat dari total
4 Camat. Realisasi pada tahun 2020 0%, yang disebabkan
tidak adanya dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan
ini.

Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Capaian untuk indikator ini diukur berdasarkan akumulasi ASN
dalam mengikuti Bimbingan Teknis Fungsional dengan asumsi
sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Jumilah ASN
yang telah mengikuti Diklat / Bimtek Fungsional sebanyak 310
Orang. Pada Tahun 2019 ditargetkan 48 Orang ASN yang
mengikuti Diklat / Bimtek atau sebesar 15,48%, capaian
realisasi sebanyak 301 Orang atau sebesar 626,61%. Pada
Tahun 2019 kegiatan ini mengalami over target yang luar
biasa, hal ini disebabkan adanya pelaksanaan Bimtek
Keuangan yang dilaksanakan oleh BPKD kepada seluruh PNS
pengelola keuangan dan pengurus barang. Pada Tahun 2020
ditargetkan sebanyak 115 Orang atau sebesar 37,09%,
capaian pada tahun ini 0%. Hal ini disebabkan karena adanya
Pandemi Covid-19 sehingga tidak dimungkinkan adanya
pelaksanaan Bimtek / Diklat Fungsioonal lainnya.

Persentase PNS Alih status dari CPNS ke PNS

Capaian Indikator ini mengukur tentang capaian pelaksanaan
Diklat Prajabatan / Latsar bagi Calon PNS Daerah. Pada
Tahun 2019, kegiatan ini tidak ditargetkan karena posisi tahun
2019 tidak ada CPNS yang diangkat oleh Pemerintah Kota
Kotamobagu. Pada tahun 2020 kegiatan ini ditargetkan
sebesar 100%. Capaian pada indikator ini sebesar 100%, hal
ini diukur dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 232
Orang dari total CPNS Pemerintah Kota Kotamobagu
sebanyak 232 Orang.

RENSTRA BKPP BAB Il GAMBARAN PELAYANAN BKFPP 2019-2023



Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian
Tepat Waktu.

Capaian indikator ini mengukur tentang capaian pelaksanaan
pelayanan administrasi kepegawaian dengan formulasi jumlah
SK Administrasi Kepegawaian yang terbit dari Jumlah Usulan
SK Administrasi Kepegawaian. Pada tahun 2019 capaian
untuk indikator ini sebesar 100%, hal ini dilihat dari jumiah
usulan SK Administrasi Kepegawaian sebanyak 554 Berkas
dapat diselesaikan / terbit tepat waktu. Pada tahun 2020 juga
memiliki nilai capaian sebesar 100%, yang dapat dilihat dari
total usulan administrasi kepegawaian sebanyak 297 SK dan
dapat diproses dan diselesaikan tepat waktu.

Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran
Disiplin.

Capaian indikator ini diukur berdasarkan banyaknya kasus —
kasus hukuman disiplin ASN yang tertangani. Pada tahun
2019 ditargetkan sebesar 100% atau sebanyak 12 kasus yang
diselesaikan. nilai capaian pada tahun 2019 sebesar 100%,
hal ini dapat dilihat dengan terselesaikannya 12 kasus ASN.
Pada tahun 2020 juga menargetkan sebesar 100% dari 12
kasus. Nilai capaian pada tahun 2020 juga sebesar 100% atau
sebanyak 12 kasus yang dapat diselesaikan / tertangani.

RENSTRA BKFF BAB || GAMEARAN PELAYANAN BEPP 2M8-2023
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2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPP
Tabel 2.12
Tantangan dan Peluang

No Tantangan No Peluang l
1. | Dinamika dan tuntutan 1. | Adanya komitmen dari T
perubahan yang pemerintah untuk mewujudkan
mengharuskan aparatur untuk profesionalisme aparatur yang
meningkatkan kompetensi memacu pemerintah daerah
atas pelayanan publik menjadi untuk meningkatkan kualitas
lebih efektif dan efisien. SDM aparaturmnya
2. | Kesiapan aparatur daerah 2. | Banyaknya tawaran kegiatan
dalam memberikan pelayanan peningkatan SDM (dikiat
dan kinerja publik yang dapat struktural, fungsional,
memenuhi aspek beasiswa, pendidikan formal)
transparansi, akuntabilitas dan dari instansi yang
kualitas prima. berkompeten serta adanya
pengembangan sistem karir
berdasarkan prestasi kerja
PNS
3. | Perkembangan ilmu 3. | Pengembangan/pembangunan
pengetahuan dan teknologi sistem informasi kepegawaian
informasi yang dapat daerah sebagai penunjang
dimanfaatkan untuk pelayanan dibidang
menunjang peningkatan kepegawaian
pelayanan dibidang
kepegawaian.

PERUBAHAN RENSTRA BKPP_

BAB il GAMBARAN PELAYANAN BKPP

2021-2023



38

2.1.1. Analisa SWOT
1. Strenght (S)

Adanya Undang-undang dan peraturan tentang
kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian.
Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi
pendidikan dan komitmen kinerja yang baik.

Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan
kegiatan.

Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang
relevan dan professional.

2. Weakness (W)

a.

Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan
kenyamanan pelayanan kepada PNS/ASN dan belum
tersedianya sarana yang cukup khususnya untuk
penyimpanan data arsip perorangan PNS/ASN.
Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian
secara cepat karena jangkauan lokasi OPD yang tersebar
di wilayah Kota Kotamobagu.

Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian
dengan jumlah PNS/ASN yang mendapatkan pelayanan.
Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
untuk mendukung pelayanan.

Belum tersedianya analisa jabatan sebagai dasar
perencanaan manajemen sumber daya manusia.

Belum tersedianya sistem informasi kepegawaian secara
maksimal.

3. Opportunity (O)
a. Adanya potensi sumber daya manusia aparatur yang

dapat dikembangkan dalam penataan personil.

FERUBAHAN RENSTRA BKFE_ BAE |l GAMBARAN PELAYANAN BKPP 2021-2023
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b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan,
pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar
disiplin dan professional.

c. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan
mengelola PNS/ASN yang professional dalam penataan
manajemen PNS/ASN.

d. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang
mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat

4. Thread (T)

a. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS/ASN
mulai dar proses rekrutmen hingga proses pensiun.

b. Era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang menuntut perkembangan sistem pelayanan
kepegawaian harus mengikuti perubahan.

PERUBAHAN RENSTRA BKPP. BAB | GAMBARAN PELAYANAN BEFPP 221-2023
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Tabel 2.12.
Analisis SWOT
internal/eksternal Strength Weakness
» Adanya Undang-undang | » Prasarana yang kurang
dan peraturan tentang memadai untuk
kepegawaian dalam memberikan
menunjang kenyamanan pelayanan
penyelenggaraan kepada PNS/ASN dan
pemerintahan dan belum tersedianya
pembangunan  bidang sarana vyang cukup
kepegawaian. untuk
» Tersedianya aparatur data arsip |
yang memiliki perorangan PNS/ASN. |
kompetensi pendidikan | » Terhambatnya '
dan komitmen kinerja | penyampaian informasi |
yang baik. kepegawaian secara
» Tersedianya dana yang cepat karena jangkauan
cukup untuk lokasi OPD yang
melaksanakan kegiatan, tersebar di wilayah Kota
« Kemampuan personil Kotamobagu.
dalam struktur organisasi | + Terbatasnya personil
yang relevan dan yang menangani
professional kepegawaian dengan
jumlah PNS/ASN yang
mendapatkan pelayanan. |

« Kurangnya fasilitas |
sarana dan prasarana :
yang memadai untuk
mendukung pelayanan.

« Belum tersedianya |
analisa jabatan sebagai
dasar perencanaan |
manajemen sumber daya
manusia.

+ Belum tersedianya
sistem informasi
kepegawaian secara
maksimal.

Opportunities SO WO =:

e Adanya potensi sumber | « Mendayagunakan Meningkatkan
daya manusia aparatur Undang-undang dan penyampaian informasi
yang dapat peraturan tentang kepegawaian melalai
dikembangkan  dalam kepegawaian dalam teknologi informasi kepada
penataan personil. menunjang OPD yang lokasinya

+» Adanya kebijakan untuk penyelenggaraan tersebar di wilayah Kota
melakukan pembinaan, pemerintahan dan Kotamobagu
pengembangan dan pembangunan bidang
pengawasan kepada kepegawaian untuk
aparatur agar disiplin menata potensi sumber
dan professional. daya manusia aparatur

« Adanya kebijakan yang dapat
pemerintah untuk dikembangkan dalam

|___mengembangkan  dan penataan personil yang

PERUBAHAMN REMSTRA BEFP_ BAB || GAMBARAN PELAYANAN BKFF 2021-2023
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mengelola  PNS/ASN professional dan
yang professional dalam proporsional
penataan manajemen | « Mendayagunakan dana
PNS/ASN. yang cukup untuk
« Sistem teknologi melaksanakan kegiatan
informasi dan dalam melakukan
komputerisasi yang pembinaan dan
mendukung pelayanan pengawasan kepada
yang prima, cepat dan aparatur agar berdisiplin
| tepat dan professional _—
Thread - 5T WT |
« Adanya tuntutan | Memanfaatkan kemampuan | Dengan terbatasnya
pelayanan yang lebih personil dalam struklur personil yang menangani
baik bagi PNS/ASN | organisasi yang relevan dan kepegawaian dengan
mulai dari  proses | professional untuk jumiah PNS/ASN yang
rekrutmen hingga | menghadapi tuntutan mendapatkan pelayanan,
proses pensiun. standar pelayanan publik ditingkatkan dengan sarana
« Era globalisasi dan | bagi masyarakat penerima | dan prasarana yang
kemajuan iimu | layanan secara profesional | memadai untuk mendukung
pengetahuan dan perkembangan dan
teknologi yang menuntut penyampaian informasi
perkembangan  sistem kepegawaian
pelayanan kepegawaian
harus mengikuti
perubahan J
PERUBAHAN RENSTRA BKPE. BAB (| GAMBARAN PELAYANAN BKPP 2021-202
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BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN & PELATIHAN
KOTA KOTAMOBAGU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan BKPP Kota Kotamobagu.
Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap

pelayanan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Kotamobagu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan Tugas dan Fungsi Permasalahan

Jabatan Tidak ada permasalahan
Kepala Badan :

| Tugas:
Membantu Walikota untuk melaksanakan
| fungsi penunjang urusan pemerintahan
dibidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan
Fungsi:
. Penyusunan kebijakan teknis dibidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis
dibidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatinan;

fungsi penunjang wurusan Pemerintahan
Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberkan
pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Jabatan Tidak ada Permasalahan
Sekretaris
Tugas:
Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan meliputi administrasi umum,
kepegawaian, naskah dinas, penyusunan
program kegiatan dan pelaporan serta
perencanaan dan keuangan.

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB Il PERMASALAHAN DAN ISUHSU STRATEGIS 20212023
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Fungsi:

. Pengkcordinasian, sinergitas dan integritas
pelayanan administrasi;

. Penyusunan perencanaan program, kegiatan
dan melaksanakan pelaporan;

Pelayanan wurusan ketatausahaan dan
keuangan,

. Penyelenggaraan urusan umum dan
kepegawaian;

. Penyelenggaraan urusan program dan
pelaporar;

. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah
tangga,

. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Jabatan:
Sub Baglan Umum dan Kepegawaian

melaksanakan urusan rumah tangga.

Fungsi;

a. Menyusun rencana dan program kerja
untuk sub bagian umum dan kepegawaian,

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis dibidang umum dan kepegawaian;

c. Menyiapkan bahan dan peralatan
keperluan teknis dan administrasi;

d. Menata dan memelihara sarana dan
prasarana,

&. Menyiapkan bahan dan data kepegawaiar;

f. Melaksanakan penataan dan pengelolaan
administrasi umum dan administrasi
kepegawaian,

g. Mengelola dan rnalﬁtsanukm Urusan

di lingkungan BKPF,

i. Mengelola dan melaksanakan urusan
keprotokolan dan perjalanan dinas;

j Melaksanakan dan mengawasi urusan
rumah tangga;

k. Melaksanakan pengelolaan dan
pemeliharaan atas barang inventaris/
asset kantor, baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak;

. Melakukan proses administrasi terkait
dengan penatausahaan, tatalaksana dan
pengelolaan kesekretariatan,

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan,

1) Kurangya sarana dan prasarana

PERUBAHAN RENSTRA BHPP BAB In PERMASALAHAN DAN ISLIHEU STRATEGIS 221-2023
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dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Jabatan:

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Fungsi:

Menyiapkan dan menyusun perencanaan
berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub
bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi,
pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan
penatausahaan dan pengelolaan administrasi
keuangan, menyusun program dan kegiatan,
serta melaksanakan pelaporan.

Tugas:
a Menyusun rencana dan program kerja
untuk sub bagian perencanaan dan

keuangan;

b. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan
menyusun rencana dan program kera
BKPP,

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bshan
penyusunan Rencana Kerja Anggaran
{RKA] dan DPA dari masing — masing unit

d Mangkwdmnﬂm dan menyusun laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

rencana kerja tahunan, penetapan kinerja
tahunan,  laporan  penyelenggaraan
pemerintahan daerah, rencana strategis
dan rencana kerja;

e. Mengkoordinasikan, menyusun dan
menganalisis rumusan rencana
anggaran/keuangan dan belanja;

f. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan
keterangan pertanggungjawaban

bahan/data, sislematika, prosedur dan
mekanisme manajemen akuntansi
pelaporan;

i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
tugas;

i Melakukan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas, dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Jabatan:

Kepala Bidang Pengadaan dan
Pengembangan Kompetensi

1. Sistem informasi dan
Fasilitasi kepegawaian belum

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB il PERMASALAHAMN DAN 150450 STRATEGIS A021-2003
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Tugas:

Melaksanakan urusan dibidang pengadaan,
pemberhentian, informasi dan pengembangan
kompetensi aparatur.

Fungsi:

| @) Penyusunan rencana dan program kerja
bidang pengadaan dan pengembangan
kompetensi;
Perumusan kebijakan, regulasi, norma,
standar, pedoman dan kriteria di bidang
pengadaan dan pengembangan
kompetensi;

c) Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan
jumiah  jabatan untuk pelaksanaan
pengadaan;

Penyelenggaraan pengadaan PNS, PPPK
dan pengembangan kompetensi;
Pengkoordinasian pelaksanaan
administrasi pemberhentian;

b)

d)

e)

f) Pengkoordinasian dan kera sama
pelaksanaan seleksi jabatan;

|g} Verifikasi dokumen administrasi
pemberhentian;

h) Verifikasi database informasi
kepegawaian;,

i} Pengkoordinasian penyusunan informasi
kepegawaian;

I} Pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi
ASN;

k) Perencanaan kebutuhan pendidikan dan
pelatihan baik penjenjangan maupun

sertifikasi;

I} Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan
pelatinan teknis fungsional;

m) Melakukan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas; da
Melaksanakan tugas lain yang diberikan

pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

n)

2. Belum terpenuhinya Sumber
Daya Aparatur yang
berkompeten;

2. Belum adanya pemetaan
Kompetensi Pegawai.

Jabatan:
Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian

Tugas:

Melaksanakan wurusan pengadaan dan
pemberhentian dalam pengelolaan urusan
kepegawaian.

Fungsi:

a) Menyusun rencana dan program kerja sub
bidang pengadaan dan pemberhentian;

b) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria
di bidang pengadaan dan pemberhentian;

c) Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan
jumlah  jabatan untuk pelaksanaan
pengadaan;

d} Merencanakan

dan melaksanakan

1) belum akuratnya data pendukung
dalam penyusunan kebutuhan
pegawai.

PERUBAHAN RENSTRA BKPP
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pengadaan PNS dan PPPK;

&) Mengkoordinasikan, menyiapkan data dan
memproses pelaksanaan pemberhentian;

f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan
kerja sama pelaksanaan seleksi jabatan,;

g) Melakukan verifikasi dokumen administrasi
pemberhentian;

h} Melakukan verifikasi database informasi
kepegawaian,

i} Mengkoordinasikan penyusunan informasi
kepegawaian;

i) Melakukan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k) Melaksanakan tugas lain yang diberkan
pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Jabatan:
Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN, Data dan
Informasi
Tugas:

Melaksanakan urusan fasilitasi profesi ASN,

Data dan informasi dalam manajemen

kepegawaian

Fungsi:

a) Menyusun rencana dan program kerja sub
bidang fasilitasi profesi ASN, Data dan
informasi;

b) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria
di bidang fasilitasi profesi ASN, data dan
informasi;

c) Merencanakan dan melaksanakan
fasilitasi kelembagaan profesi ASN (Korpri
dan lembaga profesi lainnya);

d) Mengelola administrasi umum,
kepegawaian dan kegiatan keorganisasian
untuk mendukung tugas dan fungsi

&) Mengkoordinasikan tata hubungan kerja
f) Merencanakan dan rmnnanﬁmgkm

al W&dﬂt&dﬂnﬂyxtﬂmlm

h) Melakukan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan

| 1) Melaksanakan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

1. Belum optimalnya
pengembangan sistem informasi
yang mendukung proses
manajemen kepegawaian.

2. Belum terbentuknya lembaga

profesi ASN (KORPRI).

Jabatan:
Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan dan
Pengembangan Kompetensi

Tugas:

Melaksanakan urusan pendidikan, pelatihan
dan pengembangan kompetensi kepegawaian.

1. Belum terpenuhinya kn_r'rﬁ{eﬂﬁ;ir_

SDA sesuai dengan kebutuhan;.

2. Belum tersedianya dokumen

pemetaan potensi dan
kompetensi.

PERUBAHAN RENSTRA BKFP BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU4SU STRATEGIS 200 -2023
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Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja sub
bidang  pendidikan, pelatihan  dan
pengembangan kompetensi;

b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria
dibidang pendidikan, pelathan dan
pengembangan kompetensi;

¢. Menyusun daftar kebutuhan dikiat

penjenjangan dan  serffikasi, teknis

fungsional dan pengembangan kompetensi;

Inventarisasi data calon peserta diklat;

Mengusulkan peserta diklat;

Mengkoordinasikan dan kerja sama

| pelaksanaan diklat;

g Melakukan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Eal <2

Jabatan:

Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi

Tugas:

Melaksanakan urusan di bidang Penilaian

Kinerja, Penghargaan, Mutasi dan Promosi.

Fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja
Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi dan
Promosi;

b. Perumusan kebijakan, reguiasi, norma,
standar, pedoman, kriteria dibidang
penilaian kinerja, mutasi dan promaosi;

c. Pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan
penghargaan,

d. Pengkoordinasian  kegiatan patﬂam
kinerja dan pelaksanaan mutasi
promosi;

- Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian;

1. Belum adanya pedoman dan

aplikasi penunjang penilaian
kinerja dan Promosi ASN.

. Belum terintegrasi antara

SIKKAP dan SIAP ASN

Sub Bldang Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Tugas :

Melaksanakan urusan penilaian dan evaluasi

kinerja pegawai.

Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja sub
bidang penilaian dan evaluasi kinerja;

b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria

. Belum

. Belum

adanya dokumen
penilaian  kinerja

adanya aplikasi

penunjang penilaian kinerja
ASN;

pedoman
ASN;

PERUBAHAN RENSTRA BEFPP
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sa0

So ™

dibidang penilaian dan evaluasi kinerja;
Membuat daftar penjagaan pensiun;
Verifikasi dokumen usulan pensiun;
Membuat daftar penjagaan kenaikan
pangkat,

Verifikasi berkas kenaikan pangkat:
Mengusulkan berkas kenaikan pangkat;
Verifikasi draft keputusan kenaikan
pangkat;

i. Menyusun daftar urut kepangkatan;

[E.

n.

0.

Merencanakan dan melaksanakan
penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;

Membuat dan menginformasikan indikator
penilaian dan evaluasi kinerfa sesuai

kaMﬂum perundang-undangan yang
hhnganahsuahnsﬂpatﬂaﬂudmm

m.

pﬁwmpdﬁumnumm
Melaksakan tugas lain yang diberikan

pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;

Jabatan:

Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
Tugas:

Melaksanakan urusan disiplin dan
penghargaan.

Fungsi:

b.

Menyusun rencana dan program kerja sub
bidang disiplin dan penghargaan;
Menyiapkan dan merumuskan kebijakan,
kriteria di bidang disiplin dan penghargaan;
Merencanakan dan melaksanakan
pembinaan aparatur,

mmmmm
Melaksanakan tugas lain yang diberikan

Belum adanya penghargaan kepada
ASN teladan.

PERUBAHAM RENSTRA BKPP
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Jabatan:

Sub Bidang Mutasi dan Promosi

Tugas :

Melaksanakan urusan dibidang mutasi dan

promosi,

Fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja sub
bidang mutasi dan promosi;

b. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan,
regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria
di bidang mutasi dan promaosi;

¢ Merencanakan dan melaksanakan mutasi

dan promosi;

Verifikasi dokumen mutasi;

T a

karir,
g. Menganalisa dan verifikasi berkas usulan
promosi;
h. Melakukan monitoring, evaluasi dan
|  pelaporan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

1. Belum tersusunnya pedoman
pola pengembangan karir ASN

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kepegawaian yang
merupakan tugas pokok dan fungsinya,

BKPP Kota Kotamobagu

menghadapi beberapa kendala/permasalahan. Adapun permasalahan-
permasalahan pelayanan BKPP Kota Kotamobagu dapat diidentifikasi

adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

1. | Pelayanan edministrasi | Data  di bidang
kepegawaian  kurang
akurat

kepegawaian
berbasis

yang
teknologi
informasi belum optimal.

Layanan aplikasi yang ada |
belum dapat menyajikan data
kepegawaian secara tepat.

2. | Kurang

optimalnya | Standar
manajemen kepegawaian

belum terpenuhi

kompetensi
sumber daya aparatur

Kurangnya inovasi dan
pengembangan kompetensi

Belum optimainya | Penataan/Penempatan

penilaian aparatur yang belum merata

potensilkompetensi di setiap OPD

sebagai penunjang

penempatan jabatan
Berdasarkan identifikasi masalah, maka dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :

Tabel. 3.3 Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Permasalahan Faktor Penghambat Faktor Pendorong
Keterbatasan anggaran Kebijakan di dasarkan Komitmen pimpinan untuk
dalam menampung biaya kepada peraturan dan mengembangkan kualitas
pelaksanaan kegiatan perundang-undangan sumber daya aparatur
Diklat Struktural dan yang beriaku
bantuan biaya Tugas
Belajar dalam rangka
meningkatkan kompetensi
dan profesionalitas
aparatur
Adanya sejumiah jabatan Koordinasi dengan Adanya rekomendasi dari
yang belum terisi sesuai lembaga lainnya Kementerian/KASN dan
SOTK yang berlaku Pemerintah Provinsi.
Kota Kotamobagu
Data di bidang Sistem Informasi Pengembangan aplikasi di
kepegawaian kurang Kepegawaian belum bidang kepegawaian
akurat terupdate dan masih
offline
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3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih
Visi Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 yang telah
ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terpilih
periode Tahun 2018-2023 adalah “Kota Kotamobagu sebagai kota

Jasa dan Perdagangan berbasis Budaya Lokal Menuju

masyarakat sejahtera dan berdaya saing”. Dengan 3 (tiga) misi

untuk mendukung pencapaian visi tersebut, yaitu :

- Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial
melalui pemberdayaan masyarakat.

- Meningkatkan daya saing daerah secara Dberkelanjutan
denganinovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi
daerah yang berwawasan lingkungan.

- Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat
dengan pendekatan data riil didukung teknologi informasi dan tata
kelola yang baik.

Adapun rumusan misi pembangunan Kota Kotamobagu
untuk 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kota Kotamobagu
adalah Misi ke—3 yaitu “Meningkatkan pelayanan publik berbasis
kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil didukung
teknologi informasi dan tata kelola yang baik".
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Tabel 3.3

Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

TUGAS POKOK DAN
Visi FUNGSI PD HASIL TELAAH
“Kota Kotamobagu Tugas : Mewujudkan aparatur |
sebagai Kota Jasa dan | 1. Melaksanakan sebagian yang professional dan
Perdagangan Berbasis urusan rumah tangga berintegritas,
Kebudayaan Lokal daerah dibidang Mengembangkan
menuju Masyarakat kepegawaian yang ::m“f:etmsl ufu:::
Sejahtera dan Berdaya ditetapkan Walikota. ma!'l'!ililr.il
Saing” 2. Melaksanakan tugas— kemampuan/komitme
tugas lain yang n serta tanggung
diberikan oleh Walikota jawab penuh terhadap
sesuai dengan bidang tugas dan dfungsi |
sesuai engan
tugasnya jabatan
s Meningkatkan
Fungsi : teraan
1. Pengumpulan, :mr dan
pengelolaan dan meningkatkan
pengendalian data pelayanan publik
berbentuk database yang berbasis
serta analisa data untuk teknologi informasi
penyusunan program
kegiatan;
2. Perencanaan strategis
pada Badan
K Z
Pendidikan dan
Pelatihan;
3. Perumusan kebijakan
teknis bidang
kepegawaian:
4. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan
dan pelayanan umum
bidang kepegawaian;
5. Pembinaan dan
pelaksanaan tugas
bidang kepegawaian
6. Pelaksanaan,
pengawasan,
pengendalian
evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan
bidang kepegawaian;
7. Pelaksanaan standar
pelayanan minimal yang |
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wajib dilaksanakan
bidang kepegawaian,

B. Penyelenggaraan
urusan kesekretariatan
pada Badan
Kepegawaian Daerah,

9. Pengkoordinasian,
integrasi dan
sinkronisasi kegiatan
bidang kepegawaian di
lingkungan Pemerintah
Daerah;

10. Pembinaan dan
pelaksanaan kerjasama
dengan masyarakat,
Lembaga Pemerintah
dan Lembaga lainnya;

11. Penyelenggaraan
administrasi Pegawai
Megeri Sipil Daerah;

12. Pelaksanaan peraturan
perundang - undangan
bidang kepegawaian;

13. Perencanaan formasi
dan pengembangan
kepegawaian;

14. Penyiapan kebijakan
umum pengembangan
kepegawaian dan
berkoordinasi dengan
Badan Pendidikan dan
Pelatihan atau
Lemt Administrasi
MNegara Penyiapan dan
pelaksanaan
pengangkatan,
pemindahan dan
pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil Daerah
sesuai dengan norma
standar dan prosedur
yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-
undangan;

15. Penyiapan dan
pelaksanaan
administrasi
pengangkatan,
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16.

1.

18.

18.

21.

22,

pemindahan dan
pemberhentian dalam
dan dari jabatan
struktural atau
fungsional sesuai
dengan norma standar
dan prosedur yang
ditetapkan dengan
peraturan perundang-
undangan,

i dan
penetapan pensiun
Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

Penetapan gaji,
tunjangan dan
kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil Daerah
sesuai dengan norma
standar dan prosedur
yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-
undangan;
Pelaksanaan pemberian
penghargaan dan tanda
jasa kepada Pegawai
Negeri Sipil;
Penyiapan dan
pelaksanaan
kepangkatan Pegawai
Negeri Sipil sesuai
dengan norma standar
dan prosedur yang
ditetapkan dalam
peraturan perundang-
undangan,
Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian secara
komprehensif;
Penyiapan kebutuhan
data danfatau informasi
untuk penyusunan
program
pengembangan
kepegawaian,
Pendokumentasian tata
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naskah kepegawaian,
23. Penyelenggaraan
pembinaan,
pengawasan dan
pengendalian di bidang
kepegawaian,

Tabel 3.4

Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

TUGAS POKOK DAN

HASIL TELAAH

FUNGSI
Meningkatkan Pelayanan | Bidang Pengadaan dan | Dalam mewujudkan misi 3
Publik Berbasis Pengembangan Walikota dan Wakil
Kebutuhan Masyarakat Kompetensi Walikota Kotamobagu
Bidang Pengadaan dan
Dengan Pendekatan Riil, P
engembangan
Informasi dan Tata Kelola | Pengumpulan, pengelolaan | Pengadaan CPNS dan
Yang Baik. dan pengendalian data PPPK.

berbentuk dafabase serta 2. Pemberhentian Tidak

analisa data untuk dengan hormat sebagai

penyusunan program ASN.

kegiatan 3. Pemberian Surat ljin

Belajar dan Pemberian

Fungsi : Bantuan Tugas Belajar

Kepada ASN.

1. Penyusunan  rencana | 4 eiaksanakan  Dikiat
dan program Kea | prayapatan, Diklat
bidang pengadaan dan Kepemimpinan Tingakat
pengembangan Il dan IV;

> ';mm; sakan, | 5 Mengirim Peserta Dikiat

B"""m_’ ' Im“"_ :ﬁapermrnpm Tingkat
standar, dan -
kriteri Tml‘l 6. Mengiim ASN yang
pengadaan s lulus dalam mengikuti
pengembangan Diklat Teknis/
| ey Fungsional dan Bimtek,

3 Pm,mu“; rencana | /- Melaksanakan Ujian

 kebutuhan, jenis dan| Dinas o
jumiah jabatan untuk | ~ Pangkat dan Ujian
pelaksanaan Dinas Penyesuaian
pengadaan; hazah.
pengadaan PNS, PPPK mengelola system
dan pu_rr:gembarqan informasi kepegawaian. |

" I;u&r:pmnm: 9. Melaksanakan
e pejabat struktural -
administrasi '
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6. Pengkoordinasian dan
kerja sama pelaksanaan
seleksi jabatan;

7. Verifikasi dokumen
administrasi
pemberhentian;

8. Verifikasi database
informasi kepegawaian;

9. Pengkoordinasian

penyusunan  informasi
kepegawaian;

10.Pelaksanaan fasilitasi
lembaga profesi ASN:

11.Perencanaan kebutuhan
pendidikan dan
pelatihan baik
penjenjangan  maupun
sertifikasi;

12 Fasilitasi pelaksanaan
pendidikan dan
pelatihan teknis

l;
13.Melakukan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
14.Melaksanakan tugas lain

yang diberikan pimpinan
sesuai bidang tugas dan
. _fungsi. = =
Bidang Penilaian Kinerja, | Dalam mewujudkan misi 3
Mutasi dan Promosi Walikota dan Wakil
Walikota Kotamobagu

Tugas: Bidang Penilaian Kinerja
Maishseraion: uruson & pada pelaksanaan program.
bidang Penilaian Kinerjia, | 1. pembinaan dan
Penghargaan, Mutasi dan Pengembangan Karir
Promosi. Aparatur Sipil Negara.
Fungsi : 2. Pengasawan dan
a Penyusunan  rencana PenindakanTerhadap

dan program  kerja Pelanggaran Disiplin

Bidang Penilaian Kinerja, | Pegawai ASN.

Mutasi dan Promosi; ,
b. Perumusan kebijakan, | 3- Pemberian

regulasi, norma, kesejahteraan,

standar, pedoman, Penghargaan,

kriteria dibidang pelayanan dan kerja

ﬂilﬂlﬂn F:IW' mutasi sama dengan instansi

¢. Pelaksanaan kegiatan
penilaian kinerja dan
penghargaan;

d. Pengkoordinasian

kegiatan penilaian

terkait

PERUBAHAN RENSTRA BKPP
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kinerja dan pelaksanaan
mutasi serta promosi;

. Pelaksanaan evaluasi

hasil penilaian;

. Verifikasi usulan

pemberian
penghargaan;

. Verifikasi dokumen

mutasi dan promosi ;

. Melakukan

. monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

i. Melaksanakan tugas lain

yang diberikan.

PERUBAHAN RENSTRA BKPP

BAB il PERMASALAHAN DAM ISU-ISU STRATEGIS

202-2023




SIDALYHLE NSNS NYD NYHY TYSYINEIL 1N BvE dd¥d YHLSNIY NYHYENHId

uipsi] veseBBueiay sneey - sneey usesiaduag SemusmRy
wiquega; Buek mapesd ebeguuey ssTensy
umemEaciay Kok
uejeseBedey SUl0 ysBLI UEp ojEpdne e pepe UssoEGued ExBUT Wewp S} el PR (R Sveseg ] )
Buep)q |p imende ueliuequebuay | wnjeg usssebedey) ewo; wersss peinye Buesny veienefoday Suepiq o maq wuosyee emses ueemeBedes ueuele sepeny sseuseg
T Tp—— L0 YNSYIWHIL YvalL)
TR o ueBuO) s sk (109 MNSs whupsajod Uep muajadiucy Jrjrue) yepns Busk g esEusEIay
BpUBLLIEY LB |SERUSUOYE) Bhuepy J BT U LG ) wngaq Busk vepegel yepunies eluepy EUSdLY [ENSSS UEBQEl UBJEdUUS ] SFEUBEIR
ryesede niep e it vep musmsdwoy UngESUUAW exBur
isquins sEuEm) UEYBUBQUBBUBL | el moun-Suspunsed Uep uEsTRISd iiiﬂilﬂ-m.i;h.iliiilﬂ sEuRp UEn snin) Buek oy eseuesied | 2
Amun ueudund usuwoy | epedey  ueywssp P uesehqey | Bundweusw weiep ueseSue uesejeqeM (wakio) umugejed uep usyipued gyBusw Buek NGy eseuesag | |
— e, t dd¥g veuRiERj UEYEIESELLIS uBj R UBp UEYpipue LeemeBeday - ussmuyy Busfunuad
rsusachuoy wep suagod vebuap iEnete oy URBdusued URKNYREY

‘lepep) ueygeied ueBuep enses NGy umsdweued LB G

wep Buery yepuid jexBued ueeuey seup Ueln ueeBey UssLBKEEY ¥
‘selepaq sulng Usnjung ue|ssgued

ryeel ‘whubuepg ueBusp mnses imsedy efeg Jequng uepesBuuel ‘g
Ll

[Bojouye.  Lebuny Busp imeiede swsjeuosaoid Uep IE-EIEBE
uepyBuued el ygnd uep seoou)g eleury useBuiue
L | UmseeEs Lepe(ogery) ey NEY sEypeny eiueyiuuey | Lemseg WEY muomag, mpung ungeyiuoey | uenin
Hleq Bues eojey a3y uep iseuLojul Bojowe) Burnpip |4 sep umeyepusd ueBuap jeyeseisew veuMnGe SeEGieq eand ueusleed uegeBuLey | € I8N
| WOWIEM [INEM SRR RIONIEM ST

ninusy (eyo] uredepngay siseqieg unBuvlepiag uep esur npoy Eheges nbeqoweoy B0y

BIONIIEM |INEM UBP BIONIEM ISIN UBp ISIA uelededuad
Buosopued sopjey uep jequieyBusd Joped ueyee|e)
L

§°E 1eqe,




3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi

Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki komitmen yang dituangkan
dalam Visi 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Sulawesi Utara Yang Berdikari
Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik Serta Berkepribadian Dalam
Budaya Melalui Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Yang
Profesional Dan Berintegritas™ maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan
pelatihan Kota Kotamobagu melaksanakan kegiatan pembangunan yang
mengarah pada pembangunan manajemen sumber daya aparatur sipil
Negara sehingga terwujud sumber daya aparatur yang kompeten,
professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Dari hasil telaahan Visi BKD Provinsi tersebut di atas, dapat
dikatakan bahwa Tujuan BKPP Kota Kotamobagu telah sejalan dengan
visi BKD Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk mewujudkan visi misi Kepala daerah tersebut, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Kotamobagu yaitu membangun sistem data kepegawaian
yang berbasis teknologi informasi serta melaksanakan kegiatan
pembangunan yang mengarah pada manajemen Sumber Daya Aparatur
Sipil Negara sehingga terwujudnya sistem data yang tertib dan sumber
daya aparatur yang berkompeten dan professional untuk meningkatkan
kulitas pelayanan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu
dilihat dari program wajib pembangunan daerah yang dilaksanakan antara
lain :
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Tabel 3.6 Telaahan Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong

Pelayanan BKPP
: Faktor =
Indikator Kinerja BKPP Penghambat Pend
Program Kepegawaian |- Belum tersajinya sistem data| Adanya komilmen
Daerah kepegawaian yang cepat, aparatur untuk lebin
tepat dan terupdate; meningkat dalam
- Penataan/Penempatan memberikan pelayanan;
aparatur yang belum merata | Tersedianya sarana
| di setiap SKPD; prasarana informasi
- Bealum terintegrasinya kepegawaian sebagai
sistem dafabase penyedia database
kepegawai tara kepegawaian yang valid
datatsane Bacian i
kepegawalan Pendidikan ::’mbf ol
Kotamobagu dengan profesionalisme SDM
BKN dan database aparatur sesuai lugas
dimasing-masing SKPD; | dan fungsinya.
= i Komitmen penegakan
W 980 | disiplin untuk penurunan
kompetensi masing-masing | Peanggaran disiplin
pegawai,
- Masih rendahnya budaya
kerja pegawal terkait
dengan tugas,
tanggungjawab, etika dan
perilaku pagawai.
- Belum terbangunnya sislem
informasi manajemen diklat '
Program mb - Belum lengkapnya
Sumber Daya Manusia kebutuhan sarana dan
prasarana untuk mendukung
kegiatan diklat.
- Belum optimalnya
pelaksanaan Analisis
kebutuhan Diklat (AKD).
- Belum terbangunnya desain '
perencanaan diklat dengan
kebutuhan diklat yang |
mqu;lch penontas Satuan J
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Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk
membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi
BKN 2015-2019 yaitu : “Menjadi Pembina dan Penyelenggara
Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat
Tahun 2025". Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara
tersebut adalah:

a. BKN merupakan mendatori Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang pembinaan dan
penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional. Tugas BKN
berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN,
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar,
prosedur dan kriteria Manajemen ASN.

b. Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah Manajemen ASN
seperti tugas-tugas dalan pertimbangan teknis formasi,
pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan
pangkat, pensiun dan penyimpangan informasi pegawai ASN yang
telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung
jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN.

c. Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan
karakter pegawai ASN, Yaitu :

1. Profesional

a. BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya
sesuai dengan yang telah dimanahkan melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan
sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan
Manajeman ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya
untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
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serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat.

b. BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan
kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan
penyelenggaraan Manajeman ASN dan pelayanan
kepegawaian.

2. Bermartabat

a. BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas
sesuai dengan koridor yang telah digaris melalui
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. BKN berkomitmen untuk merumuskan dan
mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta
menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang
membentuk citra positif BKN;

Rencana strategis yang dilakukan oleh BKN adalah:
“Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN" yang
diaplikasikan dengan berbagai program yang mampu mendukung
yaitu:
£ Program penyelenggaraan manajeman kepegawaian Negara;
5 Program dukungan manajemen dan penyelenggaraan tugas

teknis lainnya BKN;

- | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKN.

Beberapa unsur yang terkandung dalam visi dan misi BKN
tersebut diatas telah selaras dengan visi misi Walikota dan Wakil
Walikota Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam dokumen
RPJMD Kotamobagu Tahun 2018-2023 khususnya sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka
meningkatkan standar profesionalisme ASN.
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Dalam perencanaan  jangka menengah, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki
komitmen yang dituangkan dalam Visi 2015-2019 yaitu “Terwujudnya
Pelayanan Publik yang Berskala Internasional’. Yang mana visi ini
mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk
manjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah
pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam
melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang
dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan
perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kementerian PANRB
telah merumuskan dan menetapkan misi yang harus diembannya,
yaitu “Mendorong Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan
Berkualitas serta meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Publik”.

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi
tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan BKPP Kota
Kotamobagu telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut. Dapat
disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara program
Kemenpan-RB dengan Program BKPP-KK yaitu Program Pembinaan
Aparatur, Program Peningkatan Kapasiltas Sumber daya aparatur,
Pendidikan Kedinasan.
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Dari hasil telaahan Visi BKD Provinsi tersebut di atas, dapat dikatakan
bahwa Tujuan BKPP Kota Kotamobagu telah sejalan dengan visi BKD
Provinsi Sulawesi Utara yaitu meningkatkan standar profesionalisme ASN.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup.

Pembangunan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintah Kota
Kotamobagu sangat terkonsentrasi dengan pembangunan Kota jasa.
Kedepan Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Kotamobagu akan melaksanakan penataan jaringan pengembangan
sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian melalui Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK), penataan tata naskah kepegawaian dan
pengembangan data elektronik, dengan tersedianya sistem jaringan yang
terkoneksi dengan SKPD. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi
sekarang ini, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan
kepegawaian yang baik diseluruh wilayah Kota Kotamobagu.

Tabel. 3.10 Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong
Pencapaian RENSTRA BKPP Kota Kotamobagu

| Rencana Tata Ruang - Fador

No. | Wilayah (RTRW) Kota | Permasalahan BKPP EE——— Pendorong

1 | Pembangunan penataan jaringan - Belum - Adanya
Pemanfaatan Ruang pengembangan sarana | terintegrasinya komitmen
Wilayah Pemerintah dan prasarana sistem database aparatur unfuk
Kota Kotamobagu pelayanan kepegawaian anlara | lebih meningkat
sangat terkonsentrasi | kepegawaian melalui database Badan dalam
dangan Sistem Apilikasi Kepegawaian membenkan
pembangunan Kota Pelayanan Pendidikan dan pelayanan:
jasa Kepegawaian (SAPK) Pelatihan Kola - Tersedianya

kepegawaian yang sebagai penyedia
belum terbangun m

dan terkoneksi.

Rasio pegawai valid dan dapat
tﬂ‘l:ulflp layanan dikembangkan.
pu
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Isu-isu strategis pada RPJMD 2019-2023 merupakan tahapan
dan skala perioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan
yang hendah diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya
untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan.
Periontas utama pembangunan ketiga pada penentuan isu-isu strategis
adalah meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat
dengan pendekatan data riil didukung teknologi informasi dan tata kelola
yang baik.

Kualitas kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik
dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan
infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat
dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dengan peningkatan kinerja,
manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan
tatalaksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan
dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi (TI).

Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam
pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019-2023 berdasarkan tupoksi dapat
disusun kedalam tabel sehingga diperoleh skor kriteria penentuan Isu-isu
strategis sebagai berikut:

Tabel 3.11
Isu-isu Strategis
No Isu Strategis Kode
© | Meningkatkan kesadaran aparatur atas pentingnya merubah sikap dan perilaku dan peningkatan
pelayanan publik yang professional melalui pengembangan inovasi teknologl informasi A
kepegawaian

Peningkatan budaya disiplin, dan taat hukum dikalangan aparatur melalui konsistensi
penanganan kasus pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum;

Penataan dan optimalisasi kelembagaan nm}iﬁ'ﬁuh daerah melalui penempatan
pegawal yang professional dan proporsional, Assesment dan pengembangan kompetensi;

Peningkatan kompetensi dan sumber daya aparatur pemerintah melalui pendidikan dan
pelatihan,

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAE il PERMASALAHAN DAN ISU-SU STRATEGIS 2021-2023




Tabel 3.12
Penetapan Nilai Isu Strategis

Kriteria Bobot/Nilai
s 'Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap capaian sasaran pembangunan 35
[r nasional
Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah 25

Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah

Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani

Janji Politik

Jumiah

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB lll PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
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BAB IV
Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BKPP Kota
Kotamobagu

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi
dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu sampai terakhir RENSTRA;

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-
perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan
fungsi organisasi;

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah
sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu
RENSTRA.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal — hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan
sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada
penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang
bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai.

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 2021-2023
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BAB V
Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta
selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi
juga harus menunjukakan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat
Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder. Suatu
strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :
1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bertolak —belakang;
2. Srategi didasarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah dan
pemenuhan kebutuhan layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam
proses internal perangkat daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi
membentuk cerita atau skenario strategi.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam
melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih
terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan
harus dapat :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional.

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan
operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional
berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor—
faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB V STRATEG! DAN ARAH KEBLIAKAN H-2023
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4 Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi perangkat daerah agar tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan BKPP Kota
Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel 5.1

sebagai berikut :

PERUBAHAN RENSTRA BEPP BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBLIAKAN 2-2X0023
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BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Kota
Kotamobagu, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk
program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan
konsep manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kota Kotamobau dalam Tahun 2021-2023.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada Tabel berikut :

PERUBAHAN RENSTRA BKFF BAS Vi RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2021-2023
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Adapun secara rinci target pelayanan berdasarkan kebutuhan dan
prioritas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu
dalam mencapai Visi dan Misi untuk Tahun 2021-2023 pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas ASN, masing—masing kegiatan dapat kami
sampaikan sebagai penunjang Indikator Sasaran sebagai berikut :
Indikator Sasaran | : Indeks Kualitas ASN
1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

ASN
a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan

Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Target pemenuhan kebutuhan CPNSD mengacu pada data
analisa jabatan dan analisa beban kerja dari setiap OPD.
Pengukuran keberhasilan dari Sub Kegiatan ini mengukur tingkat
Partisipasi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan
Perogram Nasional dalam rangka Rekrutmen Calon Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, dengan
rincian sebagai berikut :

Tahun Jumlah Pelaksanaakn
2021 " 1 Kegiatan
2022 1 Kegiatan
2023 1 Kegiatan
Total 3 Kegiatan
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b. Sub Kegiatan Koordinasi  Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian.

Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini mengacu pada
capaian dalam pengurusan Pensiun ASN baik dari ASN yang
memasuki BUP atau Pensiun atas permintaan sendiri, dengan
rincian target sebagai berikut :

TAHUN
GOLONGAN
: 2021 | 2022 2023
A 23 27 20
e B 29 32 24
c 3 2 3
D z 1 7
A 3 3 1
g B 4 5 2
e 7 2 3
D 20 7 13
!. e = = —— ——a
I B - £ 1
c 2 g il »
X D z 1 o
TOTAL PENSIUN 91 80 67

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN.

Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini mengacu pada
capaian dalam rangka Fasilitasi untuk Pelantikan Kepengurusan
KORPRI Pemerintah Kota Kotamobagu untuk tahun 2022
sebanyak 70 Orang.

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini mengacu pada
capaian dalam rangka pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian untuk menunjang pelaksanaan layanan
kepegawaian yang berbasis elektronik dengan target 1 Aplikasi
yang akan dikembangkan.

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAMAAN 2-2023



2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN.

Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini mengacu pada
Penataan ASN melalui Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi baik
melalui Seleksi Terbuka ataupun Uji Kompetensi dengan rincian

sebagai berikut :
Tahun Jumlah Jabatan
2021 10 Jabatan
2022 21 Jabatan
2023 20 Jabatan
Total 51 Jabatan

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini mengacu pada
capaian dalam pengurusan Pangkat ASN, dengan rincian target

sebagai berikut :

LAPORAN REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA KOTAMOBAGU
KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 APRIL 2021 GOL Il DAN 1li

GOLONGAN RUANG i i

PRSIV Mid | e | b [ nva | wd [We | Wb | wa|wd | vc| b | Va| JUMLAH |
STRUKTURAL 40 17 4 61
FUNG. GURU 1 3 2 1 T
FUNG. KESEHATAN 6 15 1 1 23
REGULER 11| 2 |11]| 6| 2 1 33
PENYESUAIAN IJASAH 3 3
PENY PERTANIAN 1 1
PENY. KB 0
PENY PERIKANAN 0
FUNG AUDITOR 1 11 2
JUMLAH 60 | 38 |18 | 11| 2 [0 |1 |0 |ofo]o]0 130
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LAPORAN REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA KOTAMOBAGU
KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 APRIL 2021 GOL. IV

YG. DIUSUL S S ous |
/e Vb IV/a JUMLAH

STRUKTURAL 3 13 16
FUNG. GURU T 7 14
FUNG. KESEHATAN 3 2 5
FUNG. PENYULUH 1 1
FUNG AUDITOR 1 1
PELAKSANA 0

JUMLAH 3 10 22 37

LAPORAN REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA KOTAMOBAGU
KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 OKTOBER 2021 GOL 1l DAN il

GOLONGAN RUANG
TG' DIGUL lid | ke | Wb | lilFa | Id | e o | IVa id| Ve | b | Ua | JUMLAH

STRUKTURAL 24 10 11 45
FUNG. GURU i e e 6
FUNG. KESEHATAN 20|26 1|15 53 |
REGULER 213 1%l 2ilgls]2 30
PENYESUAIAN IJASAH 1 1
PENY PERTANIAN 6 6
PENY. KB 0
PENY PERIKANAN 0

| FUNG AUDITOR 0

JUMLAH 47 | 42 34 3 T -] 2 0 0|0 0 1] 141

LAPORAN REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA KOTAMOBAGU
KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 OKTOBER 2021 GOL. IV

GOLONGAN RUANG
bt e 1 Wic Vb Via JUMLAH

STRUKTURAL 1 3 6 10
FUNG. GURU 7 3 10
FUNG. KESEHATAN 1 7 8
FUNG. PENYULUH 0
FUNG AUDITOR 0
PELAKSANA 0 |

JUMLAH 1 11 16 28 |

Jumlah Total pengurusan Pangkat ASN selama Tahun 2021 sebanyak 336 SK
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LAPORAN REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA KOTAMOBAGU
KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 APRIL 2022
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REKAPAN USULAN KENPA APRIL 2023
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

- )

JLH
PER
GOL |

DIUSUL ull_. z:t_ u:.,_ m m. II'HH‘ ram AUDITOR
Ivid 0
Vic 0
Vb 4 4
ia ) 3 7 4 14
2 14
85
3
26
7
55
3
]
238

| lird
[111] a4
(11
liva
lid
life
11s]
Wa

JLH 4| 10| 38|

PER T}
JAB

e |
o

-

w BB
(# ]

REKAPAN USULAN KENPA OKTOBER 2023
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

‘ DUSUL est T Te [ | cuma | ccomunran | o?ihi | ATOR
Ivid 4]
ic 0
Vb 1 1
Via 2 13 3 18
liid 1 10 g 20
e 1 1 9 a8 50
111} +] 2 24 2 28
lila 2 2 15 19
I ey 1 1 3
lic 1 1 2
1} (1]
llfa 0

- JLH 1 20l o6 ST R

JAB \ ;

Jumlah Total pengurusan Pangkat ASN selama Tahun 2023 sebanyak 380 SK
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3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center.
Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini mengukur tingkat
Potensi dan Kompetensi ASN khususnya pada tingkatan Eselon |l
Pemerintah Kota Kotamobagu, dengan rincian sebagai berikut :

 Tahun Jumlah
2021 <
2022 39 Orang
, 2023 20 Orang
l’ ; Total 59 Orang |

b. Sub Kegiatan Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.
Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini dalam rangka
pencapaian pelaksanaan Ujian Dinas bagi ASN Pemerintah Kota
Kotamobagu baik dari kenaikan pangkat golongan maupun Ujian
Dinas Penyesuaian ljazah dengan target per tahun sebanyak 40
Orang.

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini dalam rangka
pencapaian pemberian Bantuan Tugas Belajar kepada ASN
Pemerintah Kota Kotamobagu dengan rincian sebagai berikut :

FERUBAHAMN RENSTRA BKPP BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2021-2023
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TAHUN DOKTER SPESIALIS PASCA SARJANA [32) SARJANA(S1) FfDIV/D MW JUMLAH
2021 1. Dokier Spesialis Bedah - 1. Administrasi Pembangunan
(2 org) 5 Org
2. Dokter Spesialis Mata_
3. Dokter Spesialis Jantung
2022 1. Dokter Spesialis Bedah 1. 52 Keperawatan
2. Dokter Spesialis Jantung 2. 52 sipil ransportasi &
3. Dokter anak 3. 52 hukum kesehatan M
4. Dokter ortopedi / bedah Org
tulang
5. Dokler anastesi s
2023 1. Dokter Spesialis Bedah 1. 52 Keperawatan
2. Dokler Spesialis Jantung 2. 52 sipil ransportasi
3. Dolkder anak 3. 52 bukum kesehatan A0
4. Dokter orfopedi / bedah 9
5. Dokier anastesi

3. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
a. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN.
Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini mengukur tingkat
Penyelesaian Kasus - Kasus pelanggaran disiplin ASN

Pemerintah Kota Kotamobagu, dengan target penyelesaian kasus
per tahun sebanyak 12 Kasus.

4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemenntahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Target pemenuhan pada Sub Kegiatan ini mengukur
peningkatan kompetensi ASN Pemerintah Kota Kotamobagu
melalui pengiriman Diklat PIM Tingkat il, lll dan IV serta melalui
Pendidikan Latihan Dasar bagi Calon Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kota Kotamobagu, dengan rincian sebagai berikut :

PERUBAHAN RENSTRA BEPP BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2N-2023
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| Tahun
No Uraian
2021 2022 2023

1. | DIKLAT PIM
- PIMII 2 Orang 3 Orang 3 Orang
- PIMINI - 2 Orang 2 Orang
- PIMIV -

2. | Latsar - 137 Orang | 303 Orang

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Target pemenuhan

pada Sub Kegiatan ini

mengukur

peningkatan kompetensi ASN Pemerintah Kota Kotamobagu
melalui pengiriman Peseria untuk mengikuti Bimtek / Diklat
Fungsional dalam menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah se Kota Kotamobagu
dengan melihat beberapa factor priortitas Daerah dengan rincian

sebagai berikut :
TAHUN
NO JENIS DIKLAT / BIMTEK
2021 2022 2023
1 | Auditor Muda * 1 Orang -
2 | Auditor Madya = 2 Orang -
3 | Auditor Jasa Kontruksi - 1 Orang ¥
4 i PBJ = 15 Orang | 5 Orang
5 | PPNS Pembentukan b 2 Orang 1 Orang
6 | Manajemen PPNS (Khusus JPT) - 1 Orang | 1Orang
7 | Sistem Informast Rumah Salde 11Orang | -
8 | Pelatihan Unit Transfusi Darah - | 1 0rang .
9 | Pelatihan Hemodialisa (Cuci Darah) - 1 Orang -
10 E:l:::;jn IGD Khusus Obsgyn dan - 8 Orang y
PERUBAHAM RENSTRA BEFPP BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAMAAN 2021-2023
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11 | Pelatihan Penera 1 Orang | 1 Orang

12 | Diklat Uji Kendaraan 1 Orang | 1 Orang

13 | Diklat Petugas Inseminasi Buatan 1 Orang -

14 | Diklat Pemeriksa Kesehatan Hewan 1 Orang -

15 | Diklat Penyidik Lalu Lintas 1 Orang -

16 | Diklat Juru Sembelih Halal 1 Orang -

17 | Bimtek Petugas Pajak 1 Orang -

18 | Diklat Asset 1 Orang -

19 | Diklat Auditor Pajak 1 Orang -

20 | Diklat Juru Sita Pajak 1 Orang -
Diklat Perhitungan Daya Dukung

21 | daya tampung LH 1 omag )

22 | Diklat KLHS 1 Orang L
Diklat Pembentukan Assesor

23 P duy 1 Orang | 2 Orang

24 | Diklat Kepegawaian 1 Orang -
Diklat Administrator Data Base

5 Kependudukan L Enng ;

26 | Auditor Pertama - 30 Orang

27 | Diklat Perizinan - 2 Orang

28 | Diklat Perencanaan - 2 Orang

29 | Diklat Mediator Ketenagakerjaan - 1 Orang

Jumlah 58 Orang 46 Orang
FERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB Vi RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAMNAAN 2022023
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BAB Vil
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa
renstra BKPP Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 merupakan
salah satu pendukung RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-
2023, karena BKPP merupakan salah satu OPD yang mengelola
aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-3 yakni
“Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan
masyarakat dengan pendekatan data rill, didukung teknologi
informasi dan tata kelola yang baik”.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD,
BKPP telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKPP Kota
Kotamobagu dalam Tiga Tahun (2021-2023) mendatang dengan
mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang
dalam tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja BKPP Kota Kotamobagu.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BKPP Kota Kotamobagu
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2023

i o
Kinarja Target Kondisi
Awal tahun kinerja

No RPJMD Alchir Th

Indikator Tujuan/Sasaran (2018) 2023

RENSTRA
2021 2022 2023
1 2 3 T B 8
1 Indeks Kualitas ASN - 98% 99% 99% 99%
2 | Indeks Kepuasan Layanan - BAIK BAIK BAIK BAIK
Kepegawaian

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAMNAAN 2021-20023
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Berdasarkan Tabel 7.1 dasar penentuan Indikator Kinerja BKPP
Kota Kotamobagu mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun
2021-2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
sesuai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Indeks Kualitas ASN.

Kondisi Kinerja diambil dari target capaian kegiatan melalui 2 (dua)
kegiatan dan
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BKPP dengan target
capaian masing-masing kegiatan yaitu :

= Target Tahun 2021

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian ASN dengan target capaian 50%.

a.

3

11 (sebelas) Sub Kegiatan yang menunjang

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target 1
kali kegiatan pelaksanaan seleksi CPNS.

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian dengan target 89
SK diterbitkan untuk ASN yang memasuki
masa Pensiun.

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan target

100%.

»

Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan
target 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
yang di akan dilaksanakan seleksi terbuka atau
rotasi mutasi melalui uji kompetensi.

Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat
ASN dengan target 336 SK Pangkat yang
diterbitkan.

PERUBAHAN RENSTRA BKPP BAB Vi RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAMAAN 2021-2023
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C. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan
target 67% diambil dari capaian pelaksanaan sub
kegiatan sebagai berikut.

» Sub Kegiatan Pengeloaan Administrasi Diklat

dan Sertifikasi ASN, dengan target capaian 40

Orang yang lulus dalam mengikuti Ujian Dinas

kenaikan Pangkat Golongan atau Penyesuaian

ljazah.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan

ASN, dengan target capaian 5 Orang yang

mengikuti Tugas Belajar.

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
dengan target 100% diambil dari capaian pelaksanaan
sub kegaitan sebagai berikut :

»  Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, dengan
target capaian 12 Kasus yang terselesaikan.

e. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan
target 100% diambil dari capaian pelaksanaan sub
kegiatan sebagai berikut :

» Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah

Y

Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum,

dengan target capaian 2 Orang yang mengikuti
Diklat Kepemimpinan.

PERUBAHAMN RENSTRA BKPP BAB V1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAMAAN 2021-2023



- Target Tahun 2022
a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian ASN dengan target capaian 100%.

» Sub  Kegiatan Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target 1
kali kegiatan pelaksanaan seleksi CPNS.

» Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian dengan target 80
SK diterbitkan untuk ASN yang memasuki
masa Pensiun.

> Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
dengan target 70 Orang yang dilantik sebagai
Anggota KORPRI.

» Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian dengan target 1 Aplikasi yang
dilkakukan pengembangan.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan target

100%.

» Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan
target 21 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
yang di akan dilaksanakan seleksi terbuka atau
rotasi mutasi melalui uji kompetensi.

» Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat
ASN dengan target 387 SK Pangkat yang
diterbitkan.

C. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan
target 100% diambil dari capaian pelaksanaan sub
kegiatan sebagai berikut.

PERUBAHAN RENSTRA BEKPP BAE VI RENCAMA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2021-2023
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» Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center,
dengan target capaian 39 Orang yang mengikuti
Assesment.

» Sub Kegiatan Pengeloaan Administrasi Diklat

dan Sertifikasi ASN, dengan target capaian 40

Orang yang lulus dalam mengikuti Ujian Dinas

kenaikan Pangkat Golongan atau Penyesuaian

ljazah.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan

ASN, dengan target capaian 8 Orang yang

mengikuti Tugas Belajar.

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
dengan target 100% diambil dari capaian pelaksanaan
sub kegaitan sebagai berikut :

»  Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, dengan
target capaian 12 Kasus yang terselesaikan.

e. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan
target 100% diambil dari capaian pelaksanaan sub
kegiatan sebagai berikut :

»  Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum,
dengan target capaian 5 Orang yang mengikuti
Diklat Kepemimpinan dan 137 Orang yang
mengikuti Diklat Latsar bagi CPNS Daerah.

‘."
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. Target Tahun 2023
C. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian ASN dengan target capaian 75%.

» Sub  Kegiatan Penyusunan  Rencana
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target 1
kali kegiatan pelaksanaan seleksi CPNS.

» Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan

Administrasi Pemberhentian dengan target 67

SK diterbitkan untuk ASN yang memasuki

masa Pensiun.

Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi

Kepegawaian dengan target 1 Aplikasi yang

dilkkakukan pengembangan.

d. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan target
100%.

» Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan
target 20 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
yang di akan dilaksanakan seleksi terbuka atau
rotasi mutasi melalui uji kompetensi.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat
ASN dengan target 380 SK Pangkat yang
diterbitkan.

C. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan
target 100% diambil dari capaian pelaksanaan sub
kegiatan sebagai berikut.

» Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center,

dengan target capaian 20 Orang yang mengikuti
Assesment.

'\_.-"
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Sub Kegiatan Pengeloaan Administrasi Diklat
dan Sertifikasi ASN, dengan target capaian 40
Orang yang lulus dalam mengikuti Ujian Dinas
kenaikan Pangkat Golongan atau Penyesuaian
ljazah.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
ASN, dengan target capaian 8 Orang yang
mengikuti Tugas Belajar.

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

dengan target 100% diambil dari capaian pelaksanaan
sub kegaitan sebagai berikut :

",

s

Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, dengan
target capaian 12 Kasus yang terselesaikan.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan

target 100% diambil dari capaian pelaksanaan sub

kegiatan sebagai berikut :

'\l_}

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum,
dengan target capaian 5 Orang yang mengikuti
Diklat Kepemimpinan dan 303 Orang vyang
mengikuti Diklat Latsar bagi CPNS Daerah.
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. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian.

Kondisi Kinerja pada indikator ini diambil dari target capaian
atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu kepada Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada seluruh Layanan Kepegawaian periode tahun
2019 — 2021 target Indeks Kepuasan BAIK dengan 9 (Sembilan)
Unsur Penilaian yaitu :

Persyaratan pelayanan;

Prosedur pelayanan;

Wakiu pelayanan;

Biaya / tarif pelayanan;

Produk pelayanan;

Kompetensi petugas pelayanan;
Perilaku petugas pelayanan;
Penanganan pengaduan layanan;

U e N

Sarana dan prasarana.
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BAB Vil
PENUTUP

Dokumen RENSTRA BKPP Kota Kotamobagu merupakan suatu
dokumen perencanaan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun
2021-2023. Dokumen Perubahan RENSTRA ini merupakan suatu acuan
dan panduan bagi unit kerja BKPP Kota Kotamobagu dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran
tentang kinerja pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan,
penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan
yang akan ditempuh dalam waktu 3 (tiga)Tahun mendatang.

Perubahan Renstra BKPP Kota Kotamobagu diharapkan dapat
menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran
BKPP Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah
Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RPJMD
Tahun 2021-2023 Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Perubahan
RENSTRA ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja BKPP
Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan RENSTRA ini dapat diwujudkan
dengan adanya kesepahaman yang sama dalam
mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan.

PERUBAHAN RENSTRA BEPP BAB VIl PENUTLP A2-2023
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